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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori   

1. Teori Atribusi  

 Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam 

membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk 

membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor 

internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan 

untuk menerangkan maksud tersebut. Pada dasarnya teori atribusi 

menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, 

mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan 

karena pengaruh internal atau eksternal (Robbins, 2001). Perilaku yang 

disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah 

kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan 

secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya 

individu akan terpaksa berperilaku karena tuntutan situasi atau 

lingkungan. 

2. Teori Pembelajaran Sosial 



 
 

2 
 

 Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar 

melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung (Jatmiko, 2006). 

Teori pembelajaran sosial memiliki asumsi bahwa perilaku merupakan 
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sebuah fungsi dari konsekuensi dan teori ini juga mengakui keberadaan 

pembelajaran melalui pengamatan secara langsung dan pentingnya 

persepsi dalam pembelajaran tersebut.  

Menurut Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi: 

a. Proses perhatian (attentional)  

 Proses perhatian adalah proses dimana orang hanya akan 

belajar dari sesorang atau model, jika mereka telah mengenal dan 

menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Salah satu 

contohnya adalah seseorang yang tidak patuh dalam membayar 

pajak akan belajar mematuhi perpajakan jika pegawai pajak telah 

melakukan pengelolaan perpajakan dengan benar.  

b. Proses penahanan (retention)  

 Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu 

model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Salah satu 

contohnya adalah seseorang  akan patuh dalam hal perpajakan jika 

orang tersebut mengingat bahwa fasilitas negara yang didapat 

adalah hasil pengelolaan pajak yang baik.  

c. Proses reproduksi motorik 

  Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah 

pengamatan menjadi perbuatan. Salah satu contohnya adalah 

seseorang akan patuh terhadap pajak jika masyarakat di sekitarnya 

telah memiliki kesadaran dalam kewajiban perpajakannya. 
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d. Proses penguatan (reinforcement) 

  Proses dimana individu-individu diberikan rangsangan yang 

positif supaya berperilaku sesuai dengan model. Salah satu 

contohnya adalah dengan diadakannya penyuluhan dan pelayanan 

pajak yang baik, maka diharapkan dapat mendorong individu-

individu untuk berperilaku baik terhadap perpajakan.  

3. Pajak 

 Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 

 Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) pajak dapat diartikan 

sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, 

berdasarkan undang-undang yang berlaku dimana atas pungutan tersebut 

negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada pembayar 

pajak. . menurut Mardiasmo (2013) terdapat 2 fungsi pajak, yaitu : fungsi 

bugdetair dan fungsi mengatur. Kebijakan pemerintah dalam 

memaksimalkan fungsi pajak sebagai fungsi penerimaan negara salah 

satunya adalah reformasi administrasi perpajakan, dimana peningkatan 
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kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak menjadi salah satu titik penting 

dalam reformasi administrasi perpajakan  (Tahar dan Sandy, 2012). 

4. Kepatuhan wajib pajak 

Menurut kamus besar bahasa indonesia, istilah kepatuhan berarti 

tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan perpajakan menurut 

Devano dan Rahayu (2006) merupakan ketaatan. Wajib pajak adalah 

orang pribadi yang telah  melakukan kegiatan usaha atau telah 

memperoleh penghasilan. Apabila wajib pajak telah memperoleh 

penghasilan usaha maupun pekerjaan bebas maka wajib pajak tersebut 

seharusnya melaporkan dan membuat Nomor pokok wajib pajak (NPWP). 

Wajib pajak usaha itu berupa usaha jasa, usaha dagang maupun usaha 

industri. Sedangkan wajib pajak pekerjaan bebas itu adalah seperti dokter, 

konsultan, pengacara. dll. wajib pajak tersebut bisa berupa orang pribadi 

maupun badan yang mempunyai hak dan kewajiban didalam ketetapan 

undang undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat diartikan 

sebagai tingkat sejauh mana Wajib Pajak mencatat semua penghasilan 

kena pajaknya berdasarkan undang-undang yang berlaku (Tahar dan 

Shandy, 2012). 

Kepatuhan wajib pajak ialah suatu aturan atau ketentuan perpajakan, 

aturan tersebut telah ditetapkan didalam undang undang pajak. Kepatuhan 

WP ini dapat dilihat dari kesadaran kewajibannya membayar pajak.
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Kemudian dilihat dari tepat waktunya wajib pajak menyampaikan surat 

pemberitahuan (SPT)  baik SPT masa maupun tahunan 

5. Kesadaran perpajakan 

Kesadaran yaitu dimana setiap wajib pajak menyadari akan kewajiban 

perpajakannya, mengetahui sesuatu yang harus dilakukan kemudian 

melaksanakannya serta dapat menyanggupi membayar kewajiban perpajakan. Dimana 

kesadaran perpajakan tersebut dapat dilihat dari undang-undang pajak yang berlaku 

sehingga dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk membayar  kewajiban 

perpajakannya. Kesadaran akan timbul dengan mengetahui pemahaman dan 

pengetahuan yang baik tentang perpajakan misalnya mengetahui betapa pentingnya 

dalam membayar pajak, tahu sanksi jika tidak membayar pajak. Dalam Jatmiko 

(2006) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali 

menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring, 

seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. 

Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib 

pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.  

6. Pelayanan fiskus  

Pelayanan fiskus yaitu petugas pajak dimana bertugas melayani wajib pajak 

dalam melakukan kewajiban perpajakannya, pelayanan fiskus  tersebut harus 

melayani dengan baik terhadap wajib pajak  yang membutuhkan bantuan karena tidak 

setiap orang paham mengenai perpajakan. Dimana fiskus diharapkan mempunyai 

keahlian didalam bidang perpajakan, mengetahui undang undang perpajakan serta 
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mengetahui administrasi perpajakan. Hak-hak fiskus yang diatur dalam UU 

perpajakan, yaitu : 

a. Hak menerbitkan NPWP 

b. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak 

c. Hak menerbitkan surat paksa dan surat perintah melaksanaan penyitaan 

d. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan 

e. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi 

f. Hak melakukan penyidikan 

g. Hak melakukan pencegahan 

h. Hak melakukan penyanderaan 

7. Tingkat pemahaman  

Tingkat pemahaman wajib pajak ini diukur dari sejauh mana orang tersebut dapat 

berfikir, menggunakan akalnya untuk  mengetahui tentang pajak. Mengetahui tentang 

manfaat membayar pajak, mengetahui jenis jenis perpajakan yang ada mulai dari  

subjek pajak, objek pajak tarif  pajak dan perhitungan tentang pajak. Apabila 

pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan rendah maka wajib pajak tidak akan 

paham dengan perpajakan tersebut dan sanksi yang telah ditetapkan. Sebaliknya 

apabila pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tinggi maka wajib pajak akan 

paham tentang sanksi yang telah di tetapkan didalam undang undang perpajakan.  

8. Sanksi perpajakan 

Sanksi perpajakan adalah suatu hukuman bagi wajib pajak yang melanggar norma  

atau ketentuan yang telah dibuat didalam undang undang perpajakan. Sanksi berarti 

hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti melakukan 
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kesalahan. Sanksi perpajakan ini dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi 

pidana.  Sanksi perpajakan ini dibuat agar setiap orang mematuhi aturan yang ada, 

dan juga dapat dipakai apabila ada orang yang berniat tidak baik akan melakukan 

upaya penyelundupan pajak maka alangkah baiknya jika orang terus melhat sanksi 

yang ada.  Dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian mardiasmo (2003:39) yang 

berpendapat bahwa peraturan undang undang perpajakan akan dituruti, ditaati dan 

dipatuhi. Bisa dikatakan bahwa sanksi pajak tersebut ialah alat yang digunakan 

supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi diterapkan 

sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. 

 Sanksi administrasi dapat dikenakan kepada WP yang tidak menyampaikan 

SPOP , kemudian WP yang memiliki pajak terutang lebih besar daripada pajak yang 

dihitung berdasarkan SPOP tersebut, WP tidak membayar pajak terutang saat jatuh 

tempo. Sanksi adminstrasi ini adalah sanksi yang ringan sedangkan sanksi pidana itu 

adalah sanksi yang berat bisa dipenjara. Sanksi pidana akan dikenakan kepada orang 

yang tidak menyampaikan SPOP kemudian memalsukan isi SPOP, membuat dan 

memperlihatkan dokumen palsu. 

9. E-filing 

E-filling yaitu cara untuk melakukan atau menyampaikan SPT secara online baik 

SPT tahunan maupun SPT masa. Penerapan E-filling ini adalah upaya untuk 

moderniasi perpajakan yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak (DJP). Ada 

banyak manfaat diterapkannya e-filling ini yaitu dapat melaporkan pajak darimana 

saja dan kapan saja sehingga dapat menghemat waktu, kemudian untuk bukti laporan 



9 
 

 
 

penyampaian SPT tersebut tidak mudah hilang dan terhindar dari resiko 

keterlambatan membayar. Karena apabila terlambat melaporkan SPT dikenakan 

denda. Kecanggihan elektonik ini dapat memudahkan segala aktivitas bagi WP , baik 

wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh  Prasetyo (2008) dan Tresno, dkk (2013) mengungkapkan bahwa 

penerapan e-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. 

B. Penelitian Terdahulu 

 Mutia (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh Sanksi Perpajakan, 

Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, 

Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Susmita dan Supadmi (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas 

pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada 

kepatuhan wajib pajak. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan dan 

Penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Jotopurnomo dan Mangoting (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh 

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib 

pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di surabaya. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan, Sanksi 

Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Handayani, Faturokhman dan Pratiwi (2012) melakukan penelitian tentang 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi 
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yang melakukan pekerjaan bebas. Hasil Penelitian menunjukkan Tingkat pemahaman 

Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 

C. Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

Menurut Mardiasmo (2003) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa   

ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan akan ditaati. Wajib pajak akan taat 

jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya 

menyelundupkan pajak. Sanksi perpajakan  memiliki pengaruh yang positif karena 

adanya sanksi ini bisa membuat wajib pajak patuh untuk membayar kewajibannya, 

jika wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya maka WP akan dikenakan sanksi 

yang berlaku.  

Penelitian yang mendukung dari pernyataan diatas adalah penelitian Susmita dan 

Supadmi (2016), Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Muliari dan Setiawan (2009) 

semua nya menunjukkan hasil bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akan tetapi ada 

penelitian yang bertentangan menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh 

terhadap wajib pajak (franklin, 2008) 

Orang pribadi akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang 

bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak 

tunggakan maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya, dan 

keterlambatan dalam melunasinya akan dikenai denda dan sanksi yang berlaku yang 

telah ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak. Selain itu jika orang pribadi benar-
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benar mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan, mereka tidak akan mendapatkan 

sanksi yang telah ditetapkan. Dimana sanksi perpajakan ini ada dua jenis yaitu sanksi 

administrasi dan sanksi denda. Pengenaan sanksi perpajakan kepada orang pribadi 

yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban 

perpajakannya dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib 

pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam 

membayar pajak.  Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :  

     H1 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap  kepatuhan wajib  pajak orang 

pribadi 

2. Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi 

Kesadaran wajib pajak yaitu dimana wajib pajak tersebut dapat mengetahui, 

memahami dan melakukan ketentuan pajak sesuai UU yang berlaku dengan tepat dan 

benar. Learche (1980) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali 

menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Santi dan Zulaikha (2011), 

Jutopurnomo dan Mangoting (2013), Muliari dan Setiawan (2009) semua nya 

menunjukkan hasil bahwa variabel Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akan tetapi ada juga yang 

berpendapat bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap wajib 

pajak (Nugroho, 2016).  Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H2 : Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan            

wajib pajak orang pribadi 
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3. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

Kepatuhan WP saat membayar pajak mempunyai faktor yang sangat berpengaruh 

dimana faktor itu adalah kualitas pelayanan fiskus. Jadi fiskus sangat berpengaruh 

positif untuk membantu wajib pajak saat kesusahan membayar kewajibannya, karena 

tidak semua wajib pajak paham bagaimana cara melakukan pembayaran pajak dan 

apa saja yang diperlukan saat melakukan kewajiban apalagi WP yang baru saja 

mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan membuat nomor pokok wajib pajak 

(NPWP). Kualitas pelayanan fiskus yaitu yang melayani kebutuhan setiap wajib pajak 

dalam perpajakan yang dilakukan dengan ketentuan UU yang berlaku. Tujuan 

pelayananan ini agar menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan bisa 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013), 

Mutia (2008), Halim dan Ratnawati (2013), semua nya menunjukkan hasil bahwa 

variabel Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi . akan tetapi penelitian Mahfud (2017) bertentangan 

menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap wajib pajak 

orang pribadi. 

 Fiskus diharapkan memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman dalam hal 

kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan pajak. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan fiskus diduga akan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Fiskus 

diharapkan mempunyai pengetahuan yang luas, memiliki keahlian&pengalaman 

dalam bidang perpajakan, tentang administrasi pajak dan mengetahui tentang undang-
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undang  perpajakan yang telah ditetapkan. Selain itu fiskus juga harus mempunyai 

motivasi yang besar untuk melayani orang banyak.  Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah :  

H3 : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi 

4. Pengaruh tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

Tingkat pemahaman dan pengetahuan yang tinggi sangat berpengaruh dalam 

menentukan sikap dan perilaku saat melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. 

Jadi apabila mempunyai tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi terhadap 

peraturan perpajakan, maka kemungkinan kecil bagi wajib pajak untuk melanggar 

peraturan tersebut, dan sebaliknya apabila pengetahuan terhadap peraturan perpajakan 

rendah, maka kemungkinan besar wajib pajak akan melanggar peraturan. Wajib pajak 

akan patuh membayar pajak apabila dia memahami peraturan pajak yang ada. Tingkat 

pemahaman berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak, jika wajib pajak telah paham 

tentang perpajakan maka wajib pajak akan mengetahui pentingnya memenuhi 

kewajibannya dan tidak akan merugikan Negara.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Handayani dan Faturokman (2012), 

Mutia (2008), Nurlaela (2013) semua nya menunjukkan hasil bahwa variabel Tingkat 

Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. Sedangkan penelitian Zainuddin (2018) menyatakan bahwa tingkat 

pemahaman berpengaruh negatif terhadap wajib pajak orang pribadi.  Maka Hipotesis 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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H4 : Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap         kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. 

5. Pengaruh penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak 

 Direktorat jenderal pajak menerapkan e-filling ini untuk menjadikan perpajakan 

menjadi lebih maju . E-filling ini yaitu suatu elektronik yang digunakan untuk 

menyampaikan SPT masa maupun SPT tahunan dengan mudah, dengan 

menggunakan aplikasi ini yang telah bekerjasa sama dengan direktorat jenderal pajak  

untuk proses integrasi dan realtime. Penerapan e-filing ini berpengaruh positif karena 

dengan adanya e-filing ini dapat memudahkan wajib pajak saat mengisi SPT dengan 

cara elektronik tidak lagi mengisi SPT dengan cara manual, semakin tinggi tingkat 

kepuasan kualitas pelayanan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan WP.  

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016), Jayanti 

(2017), Tresno (2012) semuanya menunjukkan hasil bahwa variabel Penerapan E-

Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. Penelitian Sareba (2015) menyatakan bahwa penerapan e-filing berpengaruh 

negatif terhadap wajib pajak orang pribadi. Maka Hipotesis penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

H5 : Penerapan E-filing berpengaruh positif  terhadap kepatuhan wajib          pajak 

orang pribadi. 

 

D. Model penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran 

perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat pemahaman perpajakan dan penerapan e-filing 
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terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kerangka dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

 

 

   

  

  

    

   

 

 

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi (WPOP) (Y) Pelayanan Fiskus (X3) 

Kesadaran Perpajakan 

(X2) 

Sanksi Pepajakan (X1) 

Tingkat Pemahaman 

(X4) 

Penerapa e-Filing (X5) 

H3 (+) 

Gambar 2. 1 Model Penelitian 


